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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang 

dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Pada garis besarnya hukum 

merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar 

keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya 

kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau 

diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota 

masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak 

menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya 

serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain 

yang menjadi korban, bahkan akan mengakibatkan korban jiwa pada orang lain. 

 

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana 

dengan sanksinya yang berupa pidana, namun demikian usaha inipun masih sering 

dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah 

kejahatan ini menurut Herbert L. Packer sebagaimana Barda Nawawi Arief, 

bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggenakan pidana 

pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu 

persoalan sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.
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Kehidupan masyarakat memerlukan hukum, karena hukum bukan hanya menjadi 

parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi 

hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi 

perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan 

umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peran hukum menjadi 

sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik 

hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia 

dengan alam sekitar dan menusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada 

manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.  

 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara 

tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak 

pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor 

penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak 

pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan 

kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 

hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.  

 



3 

 

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana 

dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan
2
  

 

Salah satu jenis tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi dalam kehidupan 

masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengen kekerasan (curas) terhadap 

kendaran bermotor atau sering disebut dengan begal. Tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut: 

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 

kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap 

tinggal di tempatnya. 

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 

atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum 

atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih 

c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan 

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.  

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu  

berakibat ada orang mati. 

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang 

luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang 

atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam 

Nomor 1 dan Nomor 3. 

 

 

                                                 
2
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.  

  2001. hlm. 17. 



4 

 

Terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan 

bermotor maka pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam 

fungsinya institusi penegakan hukum memiliki tugas menciptakan memelihara 

keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang 

meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh 

Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia. 

 

Kepolisian Daerah Lampung menindaklanjuti tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan kendaraan bermotor ini membentuk Tim Jatanras (Kejahatan dengan 

Kekerasan) secara struktural berada di bawah Direktorat Kriminal Umum Polda 

Lampung yang dibentuk pada bulan Januari 2015. Data kinerja Jatanras Polda 

Lampung dalam penanggulangan tindak pidana adalah pada operasi Cempaka 21-

27 Januari 2015 Jatanras Ditkrimum Polda Lampung berhasil mengamankan 

sebanyak 159 preman. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 orang disidik oleh polres, 

dan sebanyak 129 orang dilakukan pembinaan. Selain itu menyita barang bukti 

berupa 14 senpi rakitan, enam butir peluru, dan 16 bilah senjata tajam, menyita 27 

unit motor berbagai merek, satu pucuk pistol mainan, satu unit handphone, 10 set 

kartu, uang senilai Rp2.325.000, satu buah tas, satu paket kecil sabu, satu 

kilogram ganja, satu bungkus kecil daun ganja kering, 135 liter tuak, dua jeriken 

tuak, dan 17 botol minuman keras berbagai merk.
3
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Tugas Tim Jatanras Polda Lampung adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, 

termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam 

rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional sesuai 

ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.  

 

Fungsi Tim Jatanras Polda Lampung adalah: 

1) Pembinaan fungsi/penyelidikan tindak pidana dengan kekerasan, termasuk 

fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-

kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim, dalam lingkungan Polres  

2) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana 

dengan kekerasan, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus 

kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan 

hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

3) Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan tindak 

pidana dengan kekerasan 

4) Pelaksanaan analisis tindak pidana dengan kekerasan, isu-isu menonjol beserta 

penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas.
 4

 

Wewenang Tim Jatanras Polda Lampung adalah memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dan ketertiban masyarakat dari tindak pidana kejahatan dengan 

kekerasan.
 5
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Tim Jatanras Polda Lampung terus memburu para pelaku tindak kejahatan 

untuk  memberikan rasa aman bagi warga masyarakatnya dari tindakan kriminal, 

terutama pembegalan kendaraan bermotor.  Tim Jatanras melakukan upaya di 

antaranya meningkatkan patroli rutin dan lebih mengaktifkan peran 

babinkamtibmas. Pihaknya juga meyakini ancaman ini tidak akan terjadi karena 

sudah banyak kawanan begal yang diungkap. Adanya anggapan mengenai sikap 

pasif aparat terkait penanganan begal, meski telah mengetahui daerah-daerah 

pelaku begal, aparat belum dapat melaksanakan tindakan karena penggerebekan 

baru bisa dilakukan jika telah ada pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi apabila 

belum ada pelanggaran hukum dan langsung diambil tindakan hukum maka dapat 

dikatakan sebagai pelanggaran HAM. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam 

rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Peran Tim Penanggulangan Kejahatan 

dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Lampung Lampung dalam Mengatasi 

Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan”  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah Peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan 

Kepolisian Daerah Lampung Lampung dalam mengatasi tindak pidana 

pencurian sepeda motor dengan kekerasan? 
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b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Peran Tim Penanggulangan 

Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Lampung Lampung dalam 

mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan 

dengan Peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian 

Daerah Lampung Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda 

motor dengan kekerasan. Ruang lingkup lokasi adalah pada wilayah hukum Polda 

Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan 

Kepolisian Daerah Lampung Lampung dalam mengatasi tindak pidana 

pencurian sepeda motor dengan kekerasan 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Tim 

Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Lampung 

Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan 

kekerasan. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut: 
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a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak 

hukum.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak 

kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum 

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak 

pidana yang semakin kompleks dewasa ini. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Teori Peran  

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek 

sebagai berikut:  

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 
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2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
6
 

 

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang 

dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang 

yang memangku jabatan dalam organisasi.  

 

Selanjutnya peran terbagi menjadi:  

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat  

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau 

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
 7

 

 

Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam 

bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan 
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penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana 

dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1), 

menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah: 

1). Menerima laporan atau pengaduan.  

2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. 

3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. 

 

b. Teori Penanggulangan Kejahatan  

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal 

policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai 

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa 

sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu 

dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi 

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan 

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa 

yang akan datang. 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 
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1)   Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya 

pencegahan terjadinya kejahatan  

2)   Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar
8
 

 

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  
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2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.
9
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2. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
10

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran
11

 

b. Tim Kejahatan dengan Kekerasan adalah tim khusus yang secara struktural 

berada di bawah Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung dan dibentuk 

dalam rangka penanggulangan tindak pidana kejahatan dengan kekerasan di 

wilayah hukum Polda Lampung
12

 

c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). 

d. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi 

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan
13
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 http://lampost.co/jatanraspolda-lampung . Diakses Kamis 2 April 2015. 
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e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
14

 

f. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 Ayat (1) 

KUHP adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-

lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau 

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud 

untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap 

tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta 

melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang 

dicurinya tetap tinggal di tempatnya. 

g. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa 

rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor 

beroda tiga tanpa rumah-rumah (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Penelitian ini disajikan ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab 

dengan bab lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

 

 

                                                 
14

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

  Jakarta. 1993. hlm. 46. 
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I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan 

pustaka terdiri dari teori peran, tugas pokok dan wewenang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, 

pengertian penanggulangan tindak pidana dan teori faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum. 

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peran Tim 

Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah 

Lampung Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda 

motor dengan kekerasan dan faktor-faktor yang menghambat peran Tim 

Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah 
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Lampung Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda 

motor dengan kekerasan tersebut 

 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 


